BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJIO
NOMOR : §ao /w2 A /2e0t

TENTANG

' ..\ : ) PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG

MENANDATANGAN] SURAT KEPUTUSAN OTORISASE (SR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHL

IKABUPATEN SUKOCUARJIO TAHUN ANGGARAN 2005

Menimbang a.
b.
Mengingat 1.

BUPATI SURKOHARIG,

bahswa berdasarkan Pasal 31 avat (1) dan avat (2) pada huruf a
Peraturan Dacrsh Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tabun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharno,
dipandang  perlu menctapkan Pejabat  yang diberi wewenang
menandatangam Surat Keputusan Otorisast  (SKO) - Anggaran
Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Sukohatjo Tahun
Anggaran 2005; o

‘bahwa berdasarkan pestimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dintas, perln ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Iacrah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinst Jawa Tengah;

Undang-Undang Momeor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengeara Iegara
vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ),

Undang-Undang Nomeor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupyi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 1999
Nomor 140, Tambaban Tembaran Negas  Republik  Indonesia

" Nomor 3874),
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 omor 47,

Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 42863
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Undang-Undang  Nomor 15 | Tabun 2004 tentang  Pemetiksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembasan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indopesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahan 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4437 %

Uncarg-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permibangan
‘Kevangan antara Pemerintah  Pusat dan  Pemerimtahan  Daerah

(Lombaran Negaras Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438y,
Peraturan Pemeuniah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  dan Kewenangan Propinst sebagai Daerah  Otonom
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambabhan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomaor 3952);

. Peraturan  Pemerintah Nomoe 104 Tahun 2000 tentang Dana

Pertmbangan  (Lembaran  Negara R'Cpi.lb!.ik Indonesin - Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaras Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4021, schagaimana ielah  diubah dengan  Peraturan
Peraerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tabun 2001 Nomor 157),

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2060 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tabwn 2000 Nomor. 202, Tambalun Lemtbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemeriniah Nomor 107 Talun 2000 lentang Pinjaman

Daerat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan. Pemerinlah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata ara

Pertanggungjawaban  Kepala Daerah  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027); L

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan -

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Kenangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daeral {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahunh 2004

Nomor 90, Tambaban Lembman Negara Kepublik  Indonesia

Nomor 4416);

- Peraturan Dacrah KNabupaten wholiagzo Nomwoy 9 Taloa 2004 tentang

- Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

16.

Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten sukobarjo {Lembaran Daerah
Kabupaten Sukohario Tabun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Dacrali Kabupaten Sukohasjo Nomor 127);

Peratursir Daerah Kabupaten Sukeharjo Nomor § Tahun 2002 teniang
Pokok-pokok Pengelolasn Keusngan Daerah Kabupaten Sukohario.
(J.embatan Daecrah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sukohacio Nomor 0.
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TEMBIISAN : Keputusan ini disaipaikan kepada Yth. :
- 1. *Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. - Pimpinan Bank Umuin sebagai Kas Daerah
" Kabupaten Sukoharjo di Sukohatjo;
3. Kepala Saman Kerja i lingkingan Pemerintah
Fabupaten Sukoharjo. . _ ' )

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-815 tangeal 23

11
Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan
.+ Pengesahan Pengangkatan Bupati Sukohatjo Provinsi Jawa Tengal;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeti Nomor . 132.33-816 tfanggal 23
Agustus 2005 - tentang Pengesahan  Pengangkatan  Wakil Bupati
Sukoharjo Proving Jawa Tengah. '

MEMUTUSKAN :
- Menetapkan Bupati Sukoharjo sehagai Pejabat yang diberi wewenang

menandatangani Surat Keputusan Qtorisast ( SKO) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukohatjo Tahun Anggaran 2005, vang
namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

: Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada  diktum PERTAMA

berhalangan, maka Surat Keputusan Otorisasi (SK.O) ditandatangani oleh
Wakil Bupati Sukohatjo sebagaimana tersebut pada lampiran Eeputusan
Ind.

: Contoh fanda tangan (Specimen) Pejabat sebagaimana dunaksud pada
diktum PERTAMA dan KEDUA sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini.

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukohatjo

Nomor : 900/40/2005 tentang Penctapan Pejabat vang Diber Wewenang

- Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Angearan 20035 dmmyatakan tidak betlaiu.

» Reputusan ini malal berlaku pada tanoeal ditetapkan.
iy |

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 7/ S'”“",‘J frmber 2008

BUPART SUKOHARJO,

{

BAMBANG RIYAL\_’TO '




